
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.945, 2012 KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Ketentuan. 
Angka Pengenal Importir. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK  INDONESIA 
NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2012 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  

NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG 
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memberikan kepastian 
berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
ketentuan Angka Pengenal Importir (API), serta 
penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk 
Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk 
Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam 
Rangka Penanaman Modal, perlu melakukan 
perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan 
Angka Pengenal Importir (API);  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan; 
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Mengingat :  1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 
Tahun 1938 Nomor 86); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4757); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4758); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4759); 
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16. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang 
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri 
Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; 

17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 

18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-
DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan 
Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik 
Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia 
National Single Window; 

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di 
Bidang Impor; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk 
Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk 
Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam 
Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
76/PMK.011/2012; 

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang 
Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, 
Pelintas Batas, dan Barang Kiriman; 
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26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem 
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk 
Atas Barang Impor; 

27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  27/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka 
Pengenal Importir (API); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 
TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR 
(API). 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API), 
diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah 
pabean Indonesia. 

2. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah 
tanda pengenal sebagai importir.  

3. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang 
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
melakukan kegiatan impor.  

4. Tes Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri tertentu 
yang diimpor oleh Produsen yang belum dapat diproduksinya 
dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan 
dalam rangka pengembangan usahanya. 

5. Barang Komplementer adalah barang industri tertentu yang 
terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh produsen 
importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan luar 
negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan importir. 

6. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik 
API dengan perusahaan yang berada di luar negeri dimana salah 
satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain 
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